2.1 Penelitian Terdahulu
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Dengan diambilnya penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan

sebagai perbandingan dan acuan selain itu penelitian terdahulu ini untuk

menghindari adanya kesamaan dalam penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama/Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan

1 Sarah Nuramalia Kabupaten Temanggung Partisipasi Masyarakat | Lokasi,waktu
Putri. dilihat dari keempat Dan Pembangunan penelitian,tempat
2017. Partisipasi bentuk partisipasi yaitu
Masyarakat Dalam partisipasi dalam bentuk
Pembangunan Desa pemberi ide/gagasan,

(Studi Kasus Desa partisipasi dalam bentuk

Balesari Kecamatan sumbangan tenaga,

Bansari Kabupaten sumbangan

Temanggung) material,sumbangan dana.
Dan yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan di
Desa Balesari adalah
kesadaran/kemauan,usia,je
nis kelamin, pendidikan
,dan penghasilan.

2 Arianto. 2011. Dengan adanya partisipasi | Partisipasi masyarakat, | Pembangunan
Partisipasi masyarakat menekankan infrastruktur
masyarakat dalam pada partisipasi langsung Desa,tempat,lokasi
perencanaan dalam pengambilan penelitian,waktu.
pembangunan pulo keputusan pada lembaga
dogom kecamatan dan proses
kualuh hulu kepemerintahan.
kabupaten labuhan
batu utara.

3 Hendryk (2013). Hasil penelitian tersebut Sementara saat ini Perbedaan
Dengan judul menunjukan bahwa Undang-undang Desa utamanya adalah
“Partisispasi partisipasi masyarakat telah disahkan dan bahwa pada

Masyarakat Dalam
Pembangunan di
Kelurahan Sungai
Keledang Kecamatan
Samarinda Seberang
Kota Samarinda”.

pada pembangunan fisik
maupun non fisik telah
cukup aktif. Hal demikian
dilihat dari partisipasi aktif
masyarakat secara
menyeluruh dalam
pembangunan Desa

didalamnya diatur
bahwa proses
pembangunan desa
terdiri dari
perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengawasan.
Berdasarkan uraian

penelitian tersebut
pembangunan lebih
banyak
memberikan fokus
pada tahap
perencanaan. Hal
tersebut
dikarenakan
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tersebut, dapat
diketahui bahwa
orisinalitas penelitian

penelitian
dilakukan sebelum
Undang-undang

peneliti tidak hanya
terletak pada setting 36
penelitian saja, yaitu
waktu dan tempat
penelitian, lebih dari
itu, penelitian ini juga
memiliki kekhasannya
sendiri dibanding
penelitian-penelitian
terdahulu yang telah
dilakukan yang terkait
partisipasi masyarakat
dalam perencanaan
pembangunan desa.
Kekhasan tersebut
berkaitan dengan
pembahasan partisipasi
masyarakat secara
menyeluruh dalam
pembangunan desa,
adanya pembagian
bahasan dan tahap
pembangunan desa
(perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengawasan), serta
digunakannya Undang-
undang Desa Tahun
2014 yang telah
disahkan dalam
penelitian ini.

yang dilakukan oleh Desa disahkan.

2.2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seseorang warga
negara yang diberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan kelompok. Sehingga
mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan
menyumbangkan inisiatif dan kreatifitas. Sumbangan inisiatif dan kreatifitas dapat

disampaikan dalam rapat kelompok baik bersifat formal maupun informal.

Istilah partisipasi banyak dikemukan dalam berbagai kegiatan terutama

dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian
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pengikutsertaan atau peran  serta/pengambil  bagian dalam  kegitan
bersama(Sumaryadi 2010 :46). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau
sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk
pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa
pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan
dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi itu sendiri telah lama menjadi bahan kajian. Kata
“partisipasi” dan “patisipatoris” merupakan dua kata yang sangat sering
digunakan dalam bangunan. Keduanya memiliki banyak makna yang berbeda.
Pengertian partisipasi menurut Mikkelson (2011:58), antara lain sebagai berikut :

a. partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek
tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

b. partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk
menanggapi proyek-proyek pembangunan.

c. partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa
orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk melakukan hal itu.

d. partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan
para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek,
agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-
dampak sosial.

e. partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan

yang ditentukan sendiri.
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f. partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,
kehidupan, dan lingkungan mereka.”
2.2.1 Partisipasi

Menurut undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 2b ayat 10 menyatakan
partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Sembodo dalam moch
solekhan (2014 : 141) menjelaskan bahwa partisipasi itu merupakan suatu proses
yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antara stakeholders/pihak
yang mengambil keputusan sehingga kesepakatan kesepakatan-kesepakatan dan
tindakan yang bersifat inovatif yang lebih mungkin terciptanya dalam proses,
dimana ruang untuk mendengarkan, belajar dan memulai suatu aksi bersama bisa
terjadi.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta
akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor
pendukungnya, yaitu: adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya
kesempatan untuk berpartisipasi. Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal
dari yang bersangkutan(warga atau kelompok masyarakat), sedangkan
kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan.
Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok
dalam suatu masyarakat, walalaupun telah diberi kesempatan oleh negara atau
penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga,
jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang

diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau
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kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat

itu terjadi. Dari pendapat tersebut, diketahui unsur partisipasi adalah :

a.

b.

harus ada tujuan bersama yang hendak dicapai.

adanya dorongan untuk menyumbang atau melibatkan diri bagi
tercapainya tujuan bersama.

keterlibatan masyarakat baik secara mental, emosi dan fisik.

harus adanya tanggung jawab bersamademi tercapainya tujuan kelompok.
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dikemukakan oleh Mubyarto (dalam Sumaryadi, 2010:49) . Rakyat

adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan

akibat logis dari dalil tersebut olehkarena itu;

a.

Kegiatan sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan
penigkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat,
dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara
mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu
berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai
satu paket usaha.

Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga
sebagai usaha menggerakan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup

masyarakat.
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d. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara
mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi satu mata
uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang
berkemampuan demikian bisa membangun desanya dengan atau tanpa
partisipasi vertikal dengan pihak lain.

e. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat
ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desanya.

Partisipasi secara umum merupakan peran serta atau
keikutsertaan/keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam
suatu kegiatan. Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal, dikatakan oleh
Mikkelsen (2011:56) bahwa dibutuhkan pendekatan yang mensinergikan potensi
masyarakat. Pendekatan ini memerlukan perencanaan matang yang mendorong
peran serta aktif masyarakat.

2.2.2 Jenis Partisipasi
Berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, Uphoffet al. (1979: 6-7)

(dalam Nasution, 2009:18),membedakan partisipasi atas 4 jenis:

a) participation in decision making

b) participation in implementation.

C) participation in benefits.

d) participation inevaluation.
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Participation in decision making adalah partisipasi masyarakat dalam proses
pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini
berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan
pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan.
Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau
kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan
dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan
mengikutsertakan masyarakat, secara tidak langsung mengalami latihan untuk

menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

Participation in implementation adalah partisipasi atau keikut sertaan
masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang
telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi
masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi,
bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga,bahan,uang, semuanya atau
sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat

berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.

Participation in benefit adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau
memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan
pembangunan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan
pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan,
jembatan, gedung, air minum dan berbagai sarana serta prasarana sosial) adalah

bentuk dari partisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil
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pembangunan. Penikmatan program pembangunan juga ditujukan kepada pegawai
pengelola dalam peningkatan kesejahteraannya termasuk peningkatan daya
potensi dan kreatifitasnya. Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari
penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil
pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan
berikutnya dan partisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil
pembangunan.

Participation in evaluation adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk
keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-
hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta
dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan
saran-saran, Kritikan atau protes.

2.2.3 Masyarakat

Masyarakat merupakan manususia yang senantiasa berhubungan
(berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok, Setiadi (2013 : 5)
dalam jurnal Tejokusumo.

Devinisi masyarakat menurut pakar sosiologi Setiadi (2013 : 36) dalam jurnal
Tejokusomo (Geoedukasi volume 11l no 1 hal 39) antara lain :
1. Selo soemardjan mengartikan masyarakat masyarakat sebagai orang-orang
yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
2. Maxweber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada
pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada

warganya.
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Dapat disimpulkan pada teori yang pertama di atas menjelaskan bahwa manusia
yang berhubungan dengan manusia satunya artinya setiap orang saling
membutuhkan antara yang satu dengan lain dalam suatu kelompok, dan kedua
adalah orang-orang yang bentuk suatu kelompok dan menghasilkan suatu karya ya
itu kebudayaan dan yang ketiga yaitu perilaku yang ditentukan oleh harapan dan
nilai-nilai yang ada pada warganya.
2.3. Pembangunan

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat
sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha
yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu
perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang
dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan
struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepkan sebagai usaha pemerintah
belaka.Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang di
ikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi,
dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi
maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih di rasakan
sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat
yang belum atau baru berkembang.(Subandi: 2011:9-11). Adapun pembangunan
menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk:
2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi

yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.
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Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi.
masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan
ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah
produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

(Rochajat,dkk: 2011:3) Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan
pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap
dalam masyarakt yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan,
pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan
motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah
dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan
dan dorongan serta adanya energi.

Menurut = Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai
rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan
sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. Menurut
Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:44) istilah pembangunan belum
menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan
biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan
pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu
Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada
perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern.
Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus
dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44)
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berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan.
Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan.

Ulyani 2013:19) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau
fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,
pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung
peningkatan aksessibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan,
tambatan perahu;

2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu:

irigasi perdesaan;

3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal
dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam
peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan
modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan
masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk
mencapainya.(Subandi: 2011:13) Selanjutnya Todaro mengatakan bahwa
keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkanoleh 3 nilai pokok, yaitu:

a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
pokoknya (basic needs).

b. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia.
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c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom
fromservitude). Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus
tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui
serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi
mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

2.4 Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental
di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan
masyarakat.

menurut (Kuncoro 2010:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang
menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan
untuk memenuhi Kkebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.
Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh
Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa
Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya. Infrastruktur memegang
peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana
dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian
yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting
dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang,

papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
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infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam
mendukung kegiatan diberbagai bidang.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan  menciptakan
kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk
kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-
benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat

berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.



